Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOAHIR 8 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN RADAN PERWAKILAN DESA ( BFD )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Babrwa untuk menampussg don ssenyalurken sspirasi seasysrakat sehagai
perwujuden wahana demubausi dolan peayddengparson Pemerintahan desa

wiaka dipandang periu dibmtuk Bodea Perwaldion Den,

Bahwn vmink maksod forsebui burup o peru dodur demgan Perntaran
Dacrals.

Nossor 13 taban 195 teatang Pembeniuken Dacrali-daerab

. Undsng-smdang
Kabupaten Dulam Linglomgan Prophed Jaws tengah |

Undang-undang Nomor 12 Talwn 1999 tentang Pemerintahan Dwersh
{Lembaran Negara Tabun 1999 Nowor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1839 ) ;

. Peraturss Menteri Dalas Negeri Nomor 4 Talum 15999 Gendung Pencabutan

mmmhﬁmﬂﬂﬂmﬁmmﬂnﬂmlm
Mogeri dun Instruks Meterd Dalam Negeri wengenul Pelabsanam {ndang-
wndang Nomar § Talam 1979 tentang Pomerltulan Dosa;

Kepuiwan Menteri Dulam Negerl Nowor 63 Tabun 1999 tentang Priunjuk
Pelalsanasn  dun Penyesusian Pevistilahan dalom  Penyelonggarsan
Pemerinizhan Desa dan Kelurshan,

Keputmsan Menteri Duban Negert Nomor 64 Tahun 1999 tentang  Pedoman
U'mvm Pengaturan Mengenal Deay,

Dengan Persetujuan
Dewan Perwnkilan Rakyat Daerah Kabapaten Jepara

MEMUTTISKAN :

: PERATURAN DAERAH KABIUPATEN  JEPARA TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA,
BABI ...



BAB 1
KETENTUAN UNMUM

Dalam Peraturan Daerah ind yang dissakasd dengan :

a. Deerah sdalsh Daerah Kabupaten Jepura;

b. Pemerintah Daerah ndalsh Pemerintah Kshapaten Jepars;

¢. Bupatl adalah Bupati Jepars;

d. Kecamaton adalah wilaysh kerja camaf sebagal peranghnt Duersh

Kabupaten;

e. Desa adalsh kesstusn masyarakal hukum vang memiliki  kewenangan
umiuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakal  setempat
berdasarkan asal uwul dan adet bstindat setemspot yang diadosi delam sistim
Pemerintahahs Naslonal dan berada di Daerah Kabupaten

[ Pemerintzh Desa ndalah adalah Pelinggi dan Peranghat Desa;

g Pemerintashan Desa adalah Kegintan pemerintahan yang dilakssnakan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa .

h. Badan Peewakilan Desa yang selanjuinyn dischut BPD) adaish HBadan

Perwakilan yang terdiri ates pemubia-pemoks masynrakat yang sida di desa

pengawnsun terhadap peayelonggurann pemerintahan desa.
I. Persturan Desa adalah semvua Perstursn vang ditetapkan eleh Petinggl
seielah mendapal persetujunmn Badan Perwakilan Desa.

BAB 11
PEMBENTUKAN BPFD

Pusal 2

(1) Tiap deza di wilkxyah daerah dibewink BI'D,
(2) Anggota BPD dipilih dori peaduduk dess yang memenuhi persyaradon
() Persyaratan Anggota BPD sebagalmana dimaksod ayat (2) adalah pendudul

desa Warga Negara Indonesia yang :

a. Bertagwa kepads Tuhan Yong Maha Fsa.

b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

c. Tidak pernah terfibat langsung sian fidak lnngyung delam kegintan yang
menghianatl Pancasila dan Undung-undang Dasar 1945, G 30 SPKI dan
atan Organdsasi Terlarang lainnya.
Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjotan Tinghkat Periama
dan atau berpengetahuan sederajat.
Berusrur sekurang-kurangnys 15 tabun
Sehat jasmani dun roland.
Nynta-myata tidak terganggu jiwa atau ingatannyn,
Berkelaluan batk, jujur dan adil, mempa melaksanakan tugas.
Thlak pernsh dihukum penjara karena welakulian tindak pidana.
Tiduk dicalnst hak pitihnys berdasurkan keputusan pengadiian yang
mempunynl kekuatan ukum tetap.
Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakai di desa setempat.
Bersedia dicalonkan menfadi Anggotn HF1Y.

= Srgame

Pasal 3 ...



(1)

(2}
A

(1)
(2}

Panl 3

Jumlah Anggots Bedsn Perwaldlen Desa ditetophan berdasarkon jumbah
penduduk desa yung bersanglarten dengan ketentuan jumiah penduduk suspal

1000 jivn, 8 orang saggols

1001 sanypud deiggan TE00 fiwa, 7 srnag augga;
1501 sampal deogen M09 jlwa, * arung anggeta;
4001 enmpai Sengan 5300 fiwa, 11 oraug ahgpota;
5501 sampal dengan TO00 jiwe, 13 orang saggoin;
7001 jiwa keatas , 18 orang angpota.

Pmal 4

Tote cora dan pelubsucen pemiliban snggots BFD discrabkon  pada
peieriniah  desa dumymdnnmdupmm
w‘:‘mﬂ;ﬂmmmm“ rabasia,
Untak melsisanticon hetentuan whogaimans disulond delam aymt (1),
PPetinggl membentuk panitic pemilihan anggota BPD.

HasHl Pemiihan Anggotn BPD oleh Panltin Pemilihan sehagniman disalond
ahhmajﬂﬂ],ﬂnum]ﬂuuhﬂubﬂiﬂhhyu?hﬂnﬂpﬂm
pemilibon  burus  dilaporkos  kepadus Bupati  wwinlel  Petinggl
mendupatiiun pengesshon,

Poanl 5

Paling lnmbat 30 (tign pulsh )} harl setelabh pengesahan Bupatl, Camat atas
nams Bupati melontik Anggota BIMD,

Sebelum memanghu jebatannyas , anggotn BFD menguesphan sumpah/janji
yuig savuenan kads-kataays sebagai berilkot:

* Saye bervumpah/herjan)l babwa says akonr memenuhi kewnjiban-kewajiban
saya, sehakiu anggots BPD dengan sebaik-baikeya, sejujer-jufumya dan seadil-
adinys; bavwa saya akon swiols sl delwm  mengamsiian  dan
memfrishushan Mancosdbe sebagal dusar Negara | duan babwa savn alan
minegabian Lehidupas deselissl dan Undang-undang dasar 1945 sehagnd
honstijuni Negary soviz segale pevaturesn pecandang-undangsn yang berlaka
bagl Negara Keswisan Hepublik Tndonesia, Dinevah dan Desa, +

BAB I
KEDUDUKAN , TUGAS DAN WEWENANG SERTA FUNGSI BPD
Pusad 6

BFD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Pasal 7

(1) Tugas dan wewenang BPD :

a. Bemama-sama Peweriotab Desa mombentuk Panltia Pemilihan
Petinggl;

b. Meneinpkan dum mengosulkan  pengesaban  pengangkatan,
Pemberhentlan sementara, dan Pemberbentlan Petinggl kepada
Baupaii ;



Memberikan persetujuan kepada Petinggi dalam pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa ;

Pimpinan BPD memberikan persetujuan kepada Petinggl dalam
pengangkatan dan pemberbentian Sokrelaris dan stal sekretariat
BPD ;

Bersama-sama dengan Petinggi  merumuskan dan menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Bersama-sama dengan Petinggi mervimuskan dan menctapkan
Peraturan Desa;

Melaksanakan pengawasan terhadap ;

1. Pelaksanasn Peraturan Desa dan Keputusan Petinggi;

1. Pelnksanaan Anggaran Pendapatan dan Betanja Dess;

3. Kcbijakan Pemerintaban Desa;

4. Pelaksanann kerjasama antar desa ataw pihak lais,

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa
terhadap Lebijakan yang menyangkui kepentingan masyarakat Desa:

(2) Pelalsanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimalsed avel (1)
ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

Paxal 8

(1) BPD mempunyni fngsi ;

i

b.

C.

d.

mengayoml adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa vang
bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan,
Legislasi yaltn merumuskan dan menetapkan Persturan Desa
bersama-sama Pemerintah Desa;

Pengawsssn yaltu mellputl pengawasan terhadap pelaksanaan
Anggaran Pemdapstan dan Belanja Desa, Peraturan Desa dan
Keputusan Petinegi;

menampiing aspiresi mesyarakat dan menyalurkan kepada Pejabad
atan [nstansi yang berwenang,

(2) Pelaksanann fungsi BPD scbagalmana dimaksud dalam avat (1)
ditetapkan dalam tata tertib BPD

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN BPD
Pasal 9

(1) BPD mempunyni hak :

a
b.

L.
d.

e,
f.

mengadakan pembahasan stas Rancangan Peraturan Desa;
mengajukan Rancangan Peraturan Desa:
bersama-sema deagan Pemerintah Desa menelapkan  Anggaran

Belanja BPD;
menttapkan Peraturan Tata Tertib BPD:;

- mengajuksn pernystasn pendapat;

meminta pertanggungjawaban Petinggpi;

(1) pelaksannan hak sebagaimana di maksud ayat (1), ditetapkan dalam
Peraturan Tata Tertib BPD.



Pasal 10

BPD mempunysl kewajiban :

a. memperishankan dan memelibara keutuban Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaali

segala Peraturan peruondang-undangan yang berlaku;

melaksanakan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemeriniahan Desa;

meningkntkan kesejabterasn rakyat di Desanya berdasarkan demokrasi

ekoromi;

¢. memperhatilan dan menyalurkan aspirmi , meserima keluhan dan
pengadiuan masyarakat serta menindaklanjuti penyelesalannya

a n

BABY
ALAT KELENGKAPAN BFD
Pasal 11
Alat kelengkapan BPI terdiri dari :
& Pimpinan BPDy
b. Bidang-bidang;
¢. Panitia-panitia
Baglan Pertama
Pimpinan BPD
Pasa 12

(1) Pimpinan BPD terdiri darl Ketua dan Wakil Ketua.

(2) Wakll Ketun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya
2 orang;

(3) Pimpinan BPD sebagnimana dimaksud dalam ayat (1) dipllih darl dan
oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang disdakan
secarn khusus untuk itu;

{4) Sebelum terbentuk pimpinan BPD, rapat BPD dipimpin oleh snggola
tertua dan dibastiu oleh anggola termuda.

Bagien Kedua
Bidang-hidang
Pasal 13
(1) bidang-bidang sebagnimana dimaksed dalam Pasal 12 huref b terdird
:. ':ﬂﬂ“ Pemerintahan;

b. Bidang Pembangunan;
c. Bidang Kemasyarakatan

(1) jumiah angpoin tisp Bidang disesuaikan dengan Jumiah anggoia BPFD
tidak termasuk pimpinan BPD.



Bagian Ketiga
Panitia-panitia
Pasal 14

pembentukan panitia- panitia sebagaimana dimaksed dalam Pasal 12 huraf
¢ disesuatkan dengan kebutuhan.

BAB VII
RAFPAT-RAPAT BFD

Pasal 15

(1) BFD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri stau atas permintaan
Petinggi secara berkala sekurang-kurangnyn 4 kell setahun;

(2) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.

{3) Pelaksanaan ketentuan sebagalmana ayat (1) dan ayst (2) ditetapkan
dengan peraturan Tata Tertib BPD,

Paszal 16

Rapat-rapat BPD bersilat terbuks untuk wmum, kecusli yang dinyatakan
tertutup berdasarkan peraiuran tata Tetib BPD atau atas kesepakatan
Pimpinan BPD.

Pasal 17

Rapat Tertutup BPD dapat mengambll kepuiusan, kecuali mengenal :

8. Pembeniukan panitia pemilihan Petinggi.

b. Pengangkatan, pemberhentian sementars dan pemberhentianPetinggl,
peranghat desa dan staf sekretariat BPD.

Pemilthan ketua‘wakil ketua BPD,

Menetapken Anggaran pendapatan dan belanja dan anggaran
sekretariat BPD.

Penetapan peraturan desa

THang piutang, pinjaman dan pembebanan kepads desa.

Badan usaha milik desa.

Persetujuan penvelesaism perkara perdata secara damal

Hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memusat larangan
dan kewajiban kepads masyarakat,

& n

“FRme

BAB VIII
LARANGAN ANGGOTA BFD
Przal 18

Anggotn BPD) fidak dibenarksn merangkap jabatan sebagai Petinggl, peranghat
desa, sekretrals atan stufl selretariat BFD) dan jabatan legislatif lainnys.



BAB IX
" KEDUIWEAN KEUANGAN BFD
Puaal 19

(1) Anggots dan Fimplian B berhak menerima uang sidang dun stau tunjangan
seria praghusilan hinnya sesusl dengan kemampuan keumngan desa,

(2} Unng sidang anggoin BPD schagaimana dimaksud dedom syat (1) ditetaphan
settap twbun pada Anggarsn Pendapatan dan Belanja Desa maksimal 10%
(sepulush perseratis) darl jumlsh Anggaran Belanja Rutin.

Pasal 20

(1) Untuk keperfusn kegisian BPD disediakan biayn sesual dengan kemampuin
keuangan Desa yvang dikelola elch Sckretariant BPD.

(1) Biaya schagaimana dimabsud ayat (1), ditetapion setiap tahun dalam Anggaran
Bendapatan dan Bebonjs Desa

BABX
MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPFD

Pasal 21

Masa keanggotaan BPD sclama £ (Hma) tnhun terhitung sejak tangesl peresmian
dan dapat dipiiih Kembalt untulk sate kali mass besnggotaan berikutnys.

Pasal 12
Keanggotasn BPD berhenti karena

» mendnggal dunla

b. i permintaan sendiri

€. mada kennggotzannya telah bernkhir dan telah dilaatik snpgoia HPPD yang bary |

d. Tidak lagi memenubi persyarntan keanggotsan BPD dan aton melanggar
sumpah jabaian ;

e. melakukan porbaaian yveng bericntangan dengun peraturan  perumilang-
unduwngan vang berdakiu .

BAB X1

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD
ANTAR WAKTU

Pmal 13

(1} Terhadap anggoin BPD yang berbenti sebelum mass keanggotasnnya berakhir
dupat dindakan penggantian snggota BPD.

{2) Masa keanggotaan bagi anggota BPD pengganti ndulsh siva wakiu yang bebum
dijatankan oleh anggota HPD yang berhent] atau diberhentiian.

(1) Penggantian snggota BPD sebagaimana tersebui dalam aynt (1) dapat disngkot
dari calon yang pernah diajukan sesual arutan perolchan suaras.

4} Apablla sampai dengan calon uruisn pernbehan suara paling kecil masih
terdapat kekosongan Anggota BPD, maka penglslan Anggota BIFD) dimaksud
dilsksanakan dengnn mengmlakan pemiliban sesual Pasal 4 Peraturan Doaerah
inlk



Pasal 24

Selambat-lsmbamys dalam waktu 39 (tiga pubuh) hari setelsh adanya penggantian
anggola BFD, haruy dilaperkan kepada Bupati untuk mendupat pengesahun dan
difaniik oleh Camat atns nams Bupati,

Pasal 2%

(1} Apabile pimpinan HFT) berhentl atou diberhentibun sebelum masa jabutunnyva
berakhir, daput diadaksn praggantion plmsplnan.

(1) Penggantian plmpinan BI'D sehagaimana dimaksud dalam ayat {1) disdakan
dalam rapat BFT) yang dizdukan secars khusus untuk memilih pimpinan BPD

yang akun digmati,

(3) Masa jabatan pimpinsn RPD sebagrimana diesakisud dalim ayat (2) ndalah
mmmﬂh yang belum dijalani oleh pimpinan BID yang berhenti

BAB XD
SEKRETARIAT BPD
Pasal 24

(1) Dulam melnicanaken tugasnya pimpinan OPD dibantu oleh sekretariat BI'D.

(1) Seloretariat BPD) sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) diptmpin oleh seorang
sckretaris BPD dan dibantu oleh sinf sesuni kebutuhan yang diangkat oleh
Petinggi atas perseiujusn Pimpinan BPD .

(3) Persyaratan tstacers penganghnian sehretaris  dan staf sekretariet BPD
sebagaimans dimaksud ayst (1) dan ) mengacu pada persyarstan day
intacara perangkat desa.

penganghatan
(4) Sekretaris dan stef sekretariat BFD tidak boleh diranghap oleh sngpots BID,
Petinggi pernngiol desa dan jabatan legislaiif lninnya

BAB XTI
PEMILIH
Pasal 17

Yang dapst memilih Anggotn BFD adulah penduduk dess yang memenuhi

peraynratan sehagai bevikut :

#. Berumor 17 (mjoh belas) talun atou sudah / pernah lowin ;

b. Terdaftar schagal penduduk desa selanaig-kurangaya 6 {enam) bolan yang

dibuktilan dengan Kartu Tandn Pemduduk (KTP) atau Surst Keterangom

Kepmdodukan vang dikeluarkon oleh yang berwenang ;

Nyata-myata tidsk tergangzn jlwn atos lngatannyn ;

Tidak sedang menjaloni pidma penjara ntou pidana kurungan berdssarkan

putusan peagadilan yang telah memperoleh keknstan hubum tetap, karena

Iiﬂ:tm”dhl::-ﬂ:hupmjmﬁ{ﬂu}ukmmm.

e. Tidak sedang dicabut pilibnys berdarkan putusan pesrgadiian teluh
memprroleh kekuatan bukum tetap. e

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

BN

Pasal 18

(1) Peraturan Tata Tertib BFD ditetapksn dalsm Keputusan BPD sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Bupaili.



{2) Persyaratan, istacura pengangksian den mesn jabatan Selovioris den Siaf
Sekretariat BPD diteluplian oleh Pelinggl Jdengan mengaen pada Persturan
Daerab yang mengaiur fenlang persyarastan dun tatacara pengangkatan
Peranghst Desa.

BABXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

{1) Lembaga Musyswarah Desa yang ada pada saat berlnlamys Persturan Duersh
ini teiap melakuanakan tugss dan fungsinya sampad dengun dibentuk dan
dilantiknys saggoela BPT.

() Selsmbat-lambatmys | ( satu ) tabon setelah berlakonys Perstaran Daerak ind,
seimtia desa di Darrah hars sudeh membentuk BFFD.

BAR XV1

PENUTUP

Pasal 30
Hal — hal yang belam diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal
pelaksansannyn akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Paanl 31
Dengan berlokunya Persturan Daersh ol maka seomun  kefeniuan  yong
berieniangan dan atau fidok sesuni dengun Peraturan Duersh ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 32
Peraturan Dacrah ind mulsl berfaka pada tanggal dundanghan.

Agsr sapaya seliap orang dapat mengetabuinya, memerintahkan pengundangan
Perataran Doerah ind dengan penempatannys dolam Lemsbaran Daersh.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Sepiember 2000

BUPATI JEPARA

%ﬂﬁ/k
Dra. SOENARTO.

Diwndanghan di Jepara
Pada tanggsl 12 September 2008

5 IS DAE JEPARA

Drs. HENDRO MARTOJO
Pembina Tk 1
NIF Die07a1s



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR B TAHUN 1008

TENTANG
PEEMBENTUKAN BADAN PERWAKTLAN DESA ( BFD)

L PENJELASAN UMLUM

Dalam ranghks wewsjudican wahans Dessolirasi  berdasarken Pancasila  dalam
wm i desn perin dibentuk Badan Perwaldian Desa { BPD ) yang
berfungsi wengayomi sdel istindsi , membust Persturan desa, menampung don menyabarkan
uph-ut-mrlhl sertn melalodon pragewasan ferbadap penyelenggarasn  prmeriniahan

mmMmmmm*-mmmm
tertib, berduyaguns den berhasiigona , dipsndeng periu ditetapkan  perntarsn Duersh
ulnplspulu-lhninh{hh.pah nya

Uniuk memberikan pedoman dulum Pembenfuban Badon Perwakilsa desa  dimnloud,
Berdasarian ketenbuan Pasal 42 Keputusan menteri Dalus Negerl Nomor 64 Tahen 1999,
perlu adanya pengaturan lebih lanjut dengon Persturnn Daersh Kabupaten.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasad 15'd 32 : Coalup jebns



